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MOTTO 

� Biasakanlah yang benar jangan membenarkan yang biasa. 

� Keberhasilan adalah sebuah proses. Niatmu adalah awal 

keberhasilan. Peluh keringatmu adalah penyedapnya. Tetesan air 

matamu adalah pewarnanya. Doamu dan doa orang-orang disekitarmu 

adalah bara api yang mematangkannya. Kegagalan di setiap langkahmu 

adalah pengawetnya. Maka dari itu, bersabarlah! Allah selalu menyertai 

orang-orang yang penuh kesabaran dalam proses menuju keberhasilan. 

Sesungguhnya kesabaran akan membuatmu mengerti bagaimana cara 

mensyukuri arti sebuah keberhasilan. 

� Jangan pernah malu untuk maju, karena malu menjadikan kita takkan 

pernah mengetahui dan memahami segala sesuatu hal akan hidup ini. 
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Abstrak 
 

Kedudukan Dewan Pengawas Syariah (DPS)  sebagai pengawas terhadap 

kepatuhan syariah (Shariah Compliance) di bank syariah sangat penting 

keberadaanya untuk menjaga integritas Lembaga Keuangan Syariah. Pada saat 

yang sama DPS hanya dianggap pelengkap saja karena tidak menjalankan tugas 

dan fungsinya dengan baik. Jika tingkat pengawasan syariah lemah, pelanggaran 

kepatuhan syariah  rentan terjadi dan berdampak negatif bagi citra bank. 

Kajian dalam tulisan ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme 

pengawasan oleh DPS dan hambatan  apa saja yang terjadi ketika melakukan 

pengawasan di PT. BPRS Bangka Belitung serta tulisan ini juga akan mencarikan 

solusi untuk mengoptimalkan peran DPS dalam melakukan pengawasan. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang berbentuk deskriptif. 

Selanjutnya penelitian ini menganalisis pemecahan masalah untuk mencari solusi 

dengan menggunakan Siklus Deming PDCA (Plan, Do, Check dan Action). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan  yang 

dilakukan oleh DPS dalam prakteknya di PT. BPRS Bangka Belitung dilihat 

secara umum telah berjalan dengan baik. Kendala atau hambatan dalam 

melakukan pengawasan oleh DPS di PT. BPRS Bangka Belitung di antaranya 

adalah: Pertama, tidak sebandingnya Sumber Daya Manusia (SDM) DPS. Kedua, 

DPS tidak memiliki latar belakang pendidikan berbasis audit, akuntansi, ekonomi, 

dan hukum  bisnis. Ketiga, DPS masuk kedalam struktur lembaga keuangan yang 

diawasinya. Keempat, tingkat intensitas pengawasan yang kurang. Kelima, DPS 

tidak terlibat sama sekali disetiap transaksi. Keenam DPS sebagai pengawas tidak 

diperkuat secara undang-undang baik secara struktural, kewenangan dan eksekusi 

hasil temuan. Solusi untuk optimalisasi peran DPS tersebut secara normatif adalah 

DPS yang bertugas adalah SDM yang harus memiliki kompetensi khusus bidang 

perbankan, pelatihan-pelatihan terstruktur bagi DPS untuk memahami objek 

pengawasan secara komprehensif, Independensi DPS secara struktur organisasi 

harus terpisah dari LKS yang di awasinya agar DPS terhindar dari conflict of 

interest, intensitas pengawasan harus sesuai aturan, DPS harus dilibatkan dalam 

setiap transaksi akad yang terjadi, profesi DPS adalah profesi yang tidak 

dijalankan secara paruh waktu serta perkuat secara aturan undang-undang. Selain 

solusi normatif tersebut peneliti juga memberikan solusi konkrit berupa 

pengawasan secara digital dalam bentuk aplikasi yang bernama “LAKUVADEH” 

(Layananan Akuntabilitas dan Koordinasi Terpadu Validasi oleh Dewan 

Pengawas Syariah).  

Kata Kunci: DPS, Shariah Compliance, LAKUVADEH, PDCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

The position of the Sharia Supervisory Board (DPS) as supervisor of 

sharia compliance (Shariah Compliance) in Islamic banks is very important to 

maintain the integrity of Islamic Financial Institutions. At the same time, the DPS 

is only considered a compliment because it does not carry out its duties and 

functions properly. If the level of sharia supervision is weak, sharia compliance 

violations are prone to occur and give a negative impact on the bank's image. 

The study in this paper aims to find out the supervisory mechanism by the 

DPS and what obstacles occur when carrying out supervision in PT. BPRS 

Bangka Belitung and this article will find the solutions to optimize the role of 

DPS in conducting supervision. The type of research used is field research. The 

research method used is qualitative which forms descriptive. Then, this study 

analyzes problem-solving to find solutions using the PDCA Deming Cycle (Plan, 

Do, Check, and Action). 

The results of the study show that the supervisory mechanism which is 

carried out by DPS in practice at PT. BPRS Bangka Belitung in general has been 

running well. Constraints or obstacles in carrying out supervision by DPS at PT. 

BPRS Bangka Belitung includes: First, the DPS Human Resources (HR) are not 

comparable. Second, DPS does not have an educational background based on 

auditing, accounting, economics, and business law. Third, DPS enters into the 

structure of the financial institution it supervises. Fourth, the intensity level of 

supervision is lacking. Fifth, DPS is not involved at all in every transaction. Six 

DPS as supervisors is not strengthened by law both structurally, authority, and 

execution of findings. The solution for optimizing the DPS role normatively 

which the DPS in charge is human resources who must have special competence 

in the banking sector, structured training for DPS to understand the object of 

supervision comprehensively, the independence of the DPS in an organizational 

structure must be separate from the LKS which is supervised to avoid from 

conflict of interest, the intensity of supervision must be following the regulations, 

the DPS must be involved in every contract transaction that occurs, the DPS 

profession which carried out on a part-time basis is strengthened by law. In 

addition to these normative solutions, researchers also provide concrete solutions 

in the form of digital supervision in the form of an application called 

"LAKUVADEH" (Integrated Accountability and Coordination Service Validation 

by the Sharia Supervisory Board). 

Keywords: DPS, Shariah Compliance, LAKUVADEH, PDCA. 
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